
ffimrkns fuVmhrep

ffmruru*$ tr- A W

PADANG, HALUAN - Berkas kasus
dugaan perusakan Kawasan Wisata Terpadu
(KWT) Mandeh dikembalikan jaksa peneliti
(ejaksaan Agung (Kejagung) ke penyidik
Kementerian Linekungan Hidup dan Ke-

frutanan rKLHKr. Berkrs dianggap belum
lengkap. Terlepas dari itu. nama-naml lain

[ang diduga tcrlibat perusakan terus dikejar.

1 Pengembalian herkas dengarr tersangka
Rusma Yul Anwar. Wakil Bupati Pessel ke
langun penyidik dilakukan jaksa peneliti
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agar nantinya, dakwaan yang
akan disusun dan jadi landasan
dalam penuntutan tidak memiliki
celah. Proses ini merupakan hal yang
lummh dalam penangman perkara.

Kasubdit Perusakan Lingku-
ngan Hidup, Kebakaran Hutan dan
Lahan Kementerian LHK, Shai-

I fuddin Akbar mengakui adanya be-
berapa poin yrmg harus diperbaiki.
Jaksa juga telah merrberi petunjuk,
hagian-hagian mana saja yanu
mesti diperdalam dan ditambah-
kan. "Memang pengembalian
berkas dilakukan oleh jaksii pene-
iiti Kejagung. Tujuannya agar
berkas tersebut lengkap. Pengem-
balian itu juga dibarengi petunjuk,"
terang Akbar, Minggu (18/2) sore.

Ditambahkan Akbar, pihak-
nya,sudah menerima berkas yang
dikembalikan tersebut. Bahkan.
tim penyidik telah hekerja untuk
melengkapinya. Apa-apa yang
diminta oleh jaksa sudah dileng-
,kapi.,Rencananya, Senin (hari ini-
;'ed) trerkas kembali dikirim ke
Kejagung. "Penyidik telah mela.
kukan pemairggilan saksi dan
juga ahli. sebagaimaha yang
diminta oleh jaksa dalarn petun-
juknya. Besok atau Selasa juga
akan dikirirn ulang ke Kejagung."
papar Kasuhtlit.

Shaifuddin Akbar berharap
berkas yang dikirim ulang itn
sudah memenuhi har:apan jaksa,
sehingga nantinya dinyatakan
lengkap. "Kalau sudah dinyata-
kan lengkap, masuk tahap dua.
Kami akan menyerahkan tersang-
ka dan barang bukti ke jaksa.
Progres ke depannya, itu sudah
menjadi tanggung jawab jaksa.
termasuk di proses penuntutan
saat sidang nantinya," tutur Akbar.

Sementara. dari sembilan lokasi
yang telah dipasang plang masilr
diproses oleh tim penyidik. Walau
tidak semua lokasi tersehut berada
di kawasan hutan lindung sepcrti

lokasi milik wakil bupati, namun,
dan segi pemanf-aatannya, bertaku
aturan serupa lokirsi yang berada di
hutan !indung. "A,da sembilsn
lokasi lagi yang sedang kita dalami.
Prosesnya berjalan. Tirn juga telah
mengumpulkan banyak bukti dan
data." kala Akbar lagi.

, Ia mengatakan, kalau hasilnya
terbukti sebagaimana kasus sebe-
lurnnya. maka semua pihak juga
nkan diletapkan sehagai tersang-
ka. "Namun, s'emua tentu melalui
pr()ses sertil prosedur lang acla.
lkut i slrja rlultr. nanri bagairnanu
hasilnya media akan {ahrr dengan
sendiri nanti. Prosesnya akan
panjang. Penyidik tidak memiliki
target waktu penr"rntasan. Selain
di Sumbar. KLHK juga banyak
menemukan kasus serupa." jawab
Shaifuddin Akbar.

Rusma Yul Anwar sendiri bu-
kan tanpa perlawanan. Orang.no-
mor dua di Pessel mengajukan
permohonan Praperadilan ke Pe-
ngadilun Negeri rPNt Painan. nr-
mun semua permohonannya di-
nyatakan ditolak oleh hakim.
Rusma kembali menga.jukan pra-
peradilan di Pengadilan Negeri
tPN)Jakarta Pusat. Penldik KLHK
menurut Akbarjrrga sudah menerima
relas permohonan praperadilan
tersebut. "Kita persiapkan segala
sesuanlnye untuk menghadapi pra-
peradilan. Relasnya 1'elah diterima.
Selasa besok sidang" kata Akbar.

Daniel HB Simorangkir, kuasa
hukum Rusma mengatakan, pi-
haknya telah menyiapkan segala
kebutuhan untuk menjalani pra-
peradilan yang diajukan atas
kliennya. "Permohonan sudah
diterima oleh PN Jakarta, seka-
rang kita menunggu panggilan
dari pengadilan untuk sidang,'i
kata Daniel.' Daniel menilai penilai pene-
tapan tersanga oleh penyidik
tcrhudlp klien.va tidak sesuai.
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Tidak hanya itu, pengambilan
barang bukti juga terlihat ada
kejanggalan, Hal itu yang men-
clcsrri pelrnolronlln Praperldi lan.
''Kita menilai dalam proses penyi-
dikan ada juga yang tidak benar,"
pungkasnya.

Sementara itu, penggiat ling-
kungan hidup Sumbar, Desriko
Malayu Putra mengatakan proses
penegakan hukun.r oleh kemen-
terian rnenjadi pintu masuk untuk
membongkar selurLrh kejahatan
perusakan lingkLrngan yang ada
cli kawasan Mandeh. "Ilenyidik
juga harus segera rnelakukan
pendaLrm kasus ini. jangun sarn-
pai herhcnti di sutu orang sa.ja.
Karenakita ketahui di sana masih
hanyak pihak-pihrrk lain yang
jriga melakukan hal yang sama
dengan tersangka yang sudah
ditetapkan," kata Desriko

Satu sisi. penegakan hukum
merupakan upaya untuk mem-
berikan ef'ek jera terhadap pelaku.
Namun. di sisi lirin pcrrrelinluh
Pesisil Selatan juga menrpunyai
tanggung jar4ab untuk pcngem-
bangan kawasan Mnndeh ini.
"seharusnya Pemkah Pessel menri-
kirkan dan membuat perencanaan
pengembangan dan pengelolaan
Mandeh. Kalau tidak, berarri
pemerintah juga lalai dan juga bisa
dimintakan pertanggungjawaba-
nla.' terang Desriko.

Dikatakannya, kebijakan da-
lam menyusun pengelolaan dan
pengembangan kawasan Mandeh
merupakan salah satu acuan
utama untuk menjadikan kawasan
terseblit sebagai aset. "Tanpa
kebrjakan yang jelas, sudah ba-
rang tentu dunia usaha akan takut
menarramkan modal. mengingut
risiko di masa yang akan datang.
Ini harus segera dilakukan, agar
tidak adu lagi lesiko lain yrrng
akan muncul dikemr"rdian hari,"
tcransn) a. (h/mg-hen t


